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ABSTRAK 

 

Sungai yang digunakan sebagai jalur transportasi di Sumatera Selatan adalah 

sungai musi, dengan menggunakan speed boat sebagai alat transportasinya. Di 

sepanjang aliran sungai musi terutama kearah muara, masih banyak desa-desa atau 

daerah yang tidak dapat dijangkau atau sulit ditempuh lewat jalur darat seperti 

Desa Makarti Jaya, Sungsang dan lainnya. Dari uraian tersebut dilakukan 

penelitian dengan judul PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM 

KECELAKAAN SPEED BOAT DI PERAIRAN BANYUASIN, rumusan 

masalah yang digunakan yaitu bagaimana penegakan hukum pidana terhadap 

kecelakaan speed boat di perairan banyuasin dan bagaimana upaya penyelesaian 

perkara sampai ke pengadilan dalam hal terjadinya kecelakaan speed boat serta 

faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam kecelakaan 

speed boat diperairan Banyuasin. Penelitian ini bersifat empiris atau penelitian 

lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Ditpolair Polda 

Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

kepada Kanit Sar dan studi kepustakaan berupa buku, peraturan perundang- 

undangan dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data 

dan bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa dalam penegakan hukum pidana dalam kecelakaan speed boat 

di perairan banyuasin telah di laksanakan program himbauan dan razia yang 

dilaksanakan setiap bulan rutin dan upaya penyelesaian perkara sampai 

kepengadilan dalam hal terjadinya kecelakaan speed boat yaitu terdapat 2 cara 

penyelesaian pertama dalam hal tidak adanya korban jiwa dari kecelakaan tersebut 

maka ditpolair akan menyelesaikannya melalui jalur non litigasi, dan penyelesaian 

secara damai atas kecelakaan tanpa ganti rugi apapun. Kedua, apabila dalam 

kecelakaan tersebut timbul korban jiwa maka ditangani oleh Kepolisian Republik 

Indonesia dan faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana 

dalam kecelakaan speed boat diperairan Banyuasin yaitu terdapat beberapa hal 

perubahan cuaca, arus gelombang, serta terbatasnya fasilitas 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Segala cara penyelesaian masalah pidana di Indonesia yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan oleh negara 

sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sudah dijelaskan Karena status hukum 

Indonesia, setiap litigasi harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang 

diatur oleh hukum Indonesia. 

Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara dimana berlandaskan 

kepada suatu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pada 

dasarkan mengatur mengenai semua pola perilaku warga Negara supaya tidak 

bertentangan dengan segala Undang-Undang yang mengacu pada dasar hukum.
1
 

Indonesia adalah Negara yang mana berlandaskan pada suatu Pancasilla  dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang pada dasarnya berkaitan terhadap pola perilaku 

dari masyarakat agar tidak bertentangan dengan setiap norma-norma yang 

mengacu pada dasar hukum. Sebagaimana seperti Negara Indonesia yang 

mengharuskan supaya suatu norma hukum selalu dapat ditegakkan, dijunjung 

serta diikuti setiap warga negaranya. Yang mana dalam menuju tujuan setiap 

                                                             
1
 Ali Sodiqin,”Restoratife Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum 

Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, Vol.49, No.1,juni  2015. Diakses dari http://digilib.uin-

suka.ac.id/27469/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Jurnal%20Asy-Syir%27ah%20-

Restorative%20Justice.pdf  pada tanggal 25 Februari 2021, pada pukul 15:20 WIB. 

http://digilib.uin-suka.ac.id/27469/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Jurnal%20Asy-Syir%27ah%20-Restorative%20Justice.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/27469/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Jurnal%20Asy-Syir%27ah%20-Restorative%20Justice.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/27469/1/Ali%20Sodiqin%20-%20Jurnal%20Asy-Syir%27ah%20-Restorative%20Justice.pdf
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warga Negara untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejateraan, dalam 

kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. 

Suatu hukum didalam suatu Negara haruslah ditegakkan sebagaimana 

Negara Indonesia yang merupakan suatu Negara hukum. Yang mana apabila suatu 

itu berhasil ditegakkan tentu akan membuat terciptanya suatu keinginan dan 

harapan dari suatu negara, seperti yang tertuang didalam rumusan pada 

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

didalam Alinea keempat, sebagaimana Indonesia adalah sebuah Negara 

berkembang yang pasti tidak terhindar pada suatu perkembangan pernah terlepas 

dari suatu pengaruh perkembangan zaman dimana pada saat ini yang sudah sangat 

berkembang didalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. 

Adapun pengertian Hukum menurut Paul Scholten merupakan segenap 

aturan dan berkaitan dengan izin perizinan sebagaimana yang diatur secara logis 

yang menyeluruh, meskipun peraturan ini akan terus berubah dalam rentan waktu 

tertentu yang tidak perna terisolir dari kehidupan masyarakat tertentu.
2
 Dalam 

kontruksi ini, Hukum di kontruksikan sebagai: 

a. Aturan-aturan; dan 

b. Kewenangan. 

Aturan-aturan merupakan ketentuan atau patokan, atau petunjuk atau 

perintah yang ditentukan atau putuskan oleh pemerintah eksekutif. Dimana yang 

bertugas dalam menetapkan aturan-aturan, seperti Undang-Undang, yaitu DPR 

dengan persetujuan Presiden, serta lembaga-lembaga lain yang ditetapkan dalam 

                                                             
2
 Paul Scholten, De Structuur Der Rechtswetenschap (Struktur Ilmu Hukum). Alih Bahasa 

B. Arief Sidharta (Bandung: Alumni, 2005), hlm.63 . 
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peraturan perundang-undangan. Didalam setiap Norma Hukum yang di tetapkan 

selalu diatur tentang lembaga-lembaga yang diberi kekuasaan untuk 

melaksanakan Undang-Undang tersebut.
3
 

 Menurut Undang-Undang yang sebagaimana didefinisikan oleh Sudikno 

Mertokusumo yaitu seperangkat aturan atau aturan yang adad alam kehidupan 

bersama, serta keseluruhan aturan perilaku yang berlaku dalam kehidupan 

bersama harus dapat ditegakkan melalui pemberian sanksi.
4
 Dalam pengantar 

hukum sebagimana bentuk dari pembagian hukum itu dipelajari mulai dari 

berdasarkan pembagian muatan hukum yakni pembagian antara hukum publik 

dengan hukum privat. L.J Van Apeldoorn memberikan penjelasannya mengenai 

istilah-istilah berikut:
5
 

1. Hukum perdata adalah sejenis peraturan perundang-undangan yang tujuannya 

adalah kepentingan khusus, dan urusannya akan dipertahankan atau tidak 

diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. 

2. Hukum Publik merupakan norma-norma hukum yang mana yang menjadi 

objek dari hukum ini adalah berkaitan kepada hal-hal umum oleh karena itu 

dalam hal mempertahankannya dilakukan oleh Lembaga pemerintah. 

3. Hukum Pidana adalah rangkaian dari hukum public mengingat objek dari 

hukum ini ialah pemberian suatu hukuman atau sanksi kepada pelanggar atau 

                                                             
3
 Salim Hs, Pengantar Ilmu Hukum,(introduction to legal science), Depok:Rajawali  

Pers,hlm.12. 
4
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogjakarta: Liberty, 1999), 

hlm.40. 
5
 Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, PT Raja Grafindo 

Persada, Jakarta 2012 hlm 15-16 
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pelaku yang bertujuan memberikan efek jera yang mana pemberian hukuman 

tersebut dilakukan oleh pemerintah. 

Menurut D. Simons Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan dan 

larangan, dan pelanggaran yang diancam oleh beberapa bentuk sanksi, terutama 

dalam bentuk hukuman atas perbuatan kejahatan oleh Negara atau lingkaran 

hukum public lainnya. Serta seluruh Undang-Undang yang menentukan kondisi 

akibat hukum, serta seluruh ketentuan untuk eksekusi dan perbuatan kejahatan. 

Dalam penegakan hukum pidana Bahasa asing dengan “Toerekenbaarheid” atau 

“Kriminal Responsibility”. 

Penegakan hukum pidana ditujukan dalam hal apakah pelaku dapat 

dipertanggung jawabkan terhadap perbutan kejahatan yang terjadi atau tidak. jika 

tindakannya bertentangan dengan hukum jika pelaku bisa 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat diberi sanksi. 

Pertanggungjawaban disini melihatkan perbuatan dari pelaku bisa dari dolus dan 

culpa. Lebih lanjut jika kita lihat perbuatan dari pelaku disini bisa termasuk 

kedalam alasan pembenar dan pemaaf. Hukum lahir untuk kehiduoan masyarakat, 

mengakibatkan perkembangannya harus sejalan dengan kehidupan pada saat ini 

dimasyarakat. Hukum itu bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati sehingga 

masyarakat itu memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mengikuti peraturan 

peraturan hukum yang dibuat tersebut. Undang undang tersebut mengatur segala 

aktivitas yang terjadi dimasyarakat, termasuk dalam hal kecelakaan Speed Boat.  

Indonesia merupakan negara maritim dan atau negara kepulauan terbesar 

didunia lebih kurang 17.506 pulau, sudah sejak lama kepulauan Indonesia menjadi 
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tempat jalannya roda transportasi penjuru dunia yang ramai dilewati pada akses 

atau transportasi dalam penghubung antar sudut benua. Dan dalam hal lain dapat 

sebagai penyatu atau penghubung antara pulau dan kota, yang juga terdapa 

beragam akses kekayaan yang dapat berguna dalam jangka Panjang dalam 

pemenuhan kesejahteraan rakyat.  

Tidak heran bila hal ini dapat menjadi penyebab atau menganggu dalam 

memberikan ancaman baik dalam hal keamanan dan keselamatan pada wilayah 

Yuridiksi Indonesia dan lainnya yang pada akhirnya dapat mengakibatkan 

hilangnya momen atau kesempatan untuk meraih devisa terkhusus pada jalannya 

aktivitas moda transportasi mengingat baik dari aspek pertahanan, aspek 

keselamatan maupun keamanan roda transport yang tentu berpengaruh pada hal 

pembangunan Negara dan Bangsa.
6
 Dalam hal mempertahankan keeksistensian 

Negara Indonesia pada suatu Negara pulau yang tentram dalam penyeluruhan, 

yang berintegritas pada perairan maritime Negara Indonesia dalam bagian 

integralitas pada Kesatuan Wilayah baik darat maupun wilayah udara yang harus 

dijaga, serta dipertahankan dan dilindungi oleh suatu Negara.  

Pada sisi konkrit dalam hal melakukan perlindungan terhadap suatu 

kepentingan Negara Indonesia dalam perwujudan suatu kenyamanan dalam 

kondisi pada perairan khususnya wilayah perairan Indonesia. Sebagai Negara 

maritim Indonesia mempunyai 3 wilayah perairan sebagai mana tercantum dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Pasal 3 ayat (1) yang 

berbunyi: “Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia,perairan 

                                                             
6
  Ridwan Garcia Blog, “Info Kapal” Dimuat Pada Media Wordpress, 

https://infokapal.org/  pada tanggal 15 September 2020, Pada Pukul 10:45 WIB. 

https://infokapal.org/
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kepulauan, dan perairan pedalaman”.
7
 Dari ketiga wilayah tersebut, perairan yang 

paling vital untuk keberlangsungan transportasi maupun ekonomi masyarakat 

adalah perairan pedalaman,  sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 ayat (4) 

“Perairan pedalaman Indonesia merupakan keseluruhan air yang terdapat dalam 

baik sisi darat pada sisi air rendah pada pantai-pantai Indonesia, khususnya pada 

keseluruhan pada bagian perairan yang terdapat pada perairan darat pada garis 

penutup sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7”.
8
  

Minimnya akses darat merupakan salah satu penyebab masalah utama di 

wilayah Indonesia, dimana salah satunya itu terletak atau berada diwilayah 

khususnya pada wilayah Sumatera Selatan yang terdapat suatu hubungan antara 

Sumatera bagian selatan dengan provinsi lain yang tentu pasti melalui jalur lintas 

provinsi sumatera yang menjadi akses utama para warga masyarakat. Dilain itu, 

keterkaitan antara kota kota besar yang ada di Sumatera Selatan dengan 

permukiman penduduk masih belum sepenuhnya terjalin sebagaimana mestinya, 

khususnya dalam hal daerah yang berada jauh dari kota Palembang. 

Kurang terpenuhinya akses darat ini menjadikan makin banyak beberapa 

wilayah pada permukiman penduduk yang berada jauh dari pusat Kota 

Palembang, mengakibatkan belum tercakupnya pembangunan khususnya 

pembangunan pada akses darat secara keseluruhan. Dilain sisi Sumatera Selatan 

yang terdapat suatu wilayah yang menjadi pemisah antara wilayah yang menjadi 

tempat hunian bagi warga penduduk ini terdapat beberapa sungai besar serta anak 

sungai didalamnya hal inilah yang menjadikan akses pembangunan khususnya 

                                                             
7
 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 

8
 Ibid. 
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akses darat belum sepenuhnya terpenuhi yang menjadikan sulitnya bagi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan trasportasinya sehingga menjadikan 

trasnportasi sungai menjadi alternatif bagi mereka tepatnya menggunakan 

transportasi Speed Boat. 

Tidak heran bila masyarakat menjadikan trasportasi sungai menjadi akses 

transportasi utama mereka di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. 

Dalam hal ini yang menjadi sungai utama di Kota Palembang adalah sungai musi, 

sebagaimana yang menjadi trasportasi utama para warga masyarakat adalah 

transportasi laut maka dalam hal ini warga menggunakan speed boat sebagai 

kendaraan utama mereka dalam menuju kesuatu lokasi yang tidak bisa diakses 

menggunakan kendaraan roda 4 seperti mobil. Khususnya menuju ke arah muara 

yang terdapat beberapa desa atau kecamatan yang sulit diakses melalui akses darat 

seperti pada kecamatan Makarti Jaya, kecamatan Sungsang dan kecamatan lain-

lainnya. Agar dapat menuju pada kecamatan tersebut dimana memerlukan 

beberapa waktu sekitar 2 sampai 3 jam untuk menuju kelokasi tersebut 

menggunakan trasnportasi laut. Mengingat apabila kita harus menempuh 

menggunakan akses darat itu sangat sulit dan memerlukan waktu yang sangat 

lama. Karena banyaknya jalan yang harus dilalui untuk menuju kelokasi 

kecamatan atau desa tersebut. 

Karena hal itulah yang menjadikan banyak warga masyarakat yang lebih 

memilih trasnportasi Speed Boat dalam melakukan perjalanan pada akses sungai. 

Banyaknya masyarakat yang menggunakan transportasi Speed Boat ini 

dikarenakan kendaraan ini dirasa dapat lebih efektif mengingat dapat secara 
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menyeluruh digunakan oleh masyarakat. Dan dalam hal lain penggunaan 

kendaraan ini juga dikarenakan dapat memuat orang yang cukup banyak 

mengingat muatan kendaraan ini yang bisa mencapai 35 orang dengan kekuatan 

mesin 200pk dan 400pk dengan kondisi dan jumlah kesediaan speed boat yang 

seadanya ini tak menutup kemungkinan seringnya terjadi kecelakaan setiap 

tahunnya. 

 

Tabel 1. Data Kecelakaan Speed Boat di Ditpolair Polda Sumatera Selatan 

(2018-2020) 

TAHUN JUMLAH KECELAKAAN 

2018 5 Kecelakaan Air 

2019 6 Kecelakaan Air 

2020 2 Kecelakaan Air 

Sumber: Data Ditpolair Polda Sumatera Selatan (Data  Sekunder) 

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa setiap tahunnya tak jarang sering sekali 

terjadi kecelakaan speed boat, salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan 

kecelakaan adalah kelalaian pengemudi dan kapasitas muatan yang berlebih. 

Selain itu Banyuasin merupakan daerah yang memiliki angka kecelakaan Speed 

Boat yang paling tinggi di Sumatera selatan dibandingan dengan wilayah 

Sumatera Selatan yang lainnya, karena hal itulah yang menjadikan penulis tertarik 

untuk memahami dan mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana jalannya proses 

penegakan hukumnya. Dimana tak jarang dari kecelakaan menimbulkan kerugian 

dan korban jiwa. Menurut pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana 
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menyebutkan bahwa “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang 

mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau 

hukuman kurungan selama-lamanya satu (1) tahun”
9
. Kelalaian speed boat yang 

berdampak pada timbulnya korban jiwa memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana 

maka dari itu haruslah ada Penegakan hukum pidana. Berdasarkan permasalahan 

di atas penulis mengangkat Judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM 

KECELAKAAN SPEED BOAT DI PERAIRAN BANYUASIN” 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan latar belakang  yang telah dijelaskan diatas maka 

dalam hal ini rumusan masalah yang ingin diangkat oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kecelakaan speed boat di 

perairan Banyuasin? 

2. Bagaimana upaya penyelesaian perkara sampai ke pengadilan dalam hal 

terjadinya kecelakaan speed boat? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam 

kecalakaan speed boat di perairan Banyuasin? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang 

ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut: 

                                                             
9
 Pasal 359 Undang-Undang Hukum Pidana 
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap 

kecelakaan speed boat dalam perairan Banyuasin. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian perkara sampai ke 

pengadilan dalam hal terjadinya kecelakaan speed boat. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi 

penegakan hukum pidana dalam kecelakaan speed boat di perairan 

Banyuasin 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Manfaat Praktis 

a. Untuk dapat menjadi referensi pemikiran pada sudut hukum tepatnya 

dalam hal kecelakaan speed boat yang terjadi di perairan banyuasin. 

b. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dan menjadi saran dan 

masukan untuk pemikiran mengenai penegakan hukum pidana dalam 

kecelakaan speed boat di perairan banyuasin; 

 

2. Manfaat Teoretis 

Dimana penulis berharap supaya penelitian yang dilakukan penulis 

nantinya dapat memiliki sejumlah manfaat terutama dalam hal 

memperbanyak pengetahuan atau edukasi bagi penulis, lebih tepatnya 

untuk beberapa orang atau pihak dalam kasus ini yang memiliki 

kepentingan agar dapat memperluas pengetahuan pada hal penyelesaian 
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sautu kasus khususnya kasus penegakan hukum pidana dalam kecelakaan 

speed boat diperairan banyuasin 

E. Ruang Lingkup 

 Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

yang mencakup dalam hal bidang hukum pidana yang memfokuskan pada 

pembahasan yang berkaitan pada penegakan hukum pidana dalam kecelakaaan 

Speed Boat Di Perairan Banyuasin. 

 

F. Kerangka Teori 

Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai 

sesuatu yang seolah-olah sudah dipahami maknanya.
10

  

1. Teori Pemidanaan 

Sebagai Theological Theory serta teori gabungan yang menjadi 

sudut intergratf pada tujuan pemidanaan yang mana mengatakan 

bahwasanya teori pemidanaan itu memiliki tujuan yang plural atau 

beragam, yang mana jika kita lihat teori teori ini pada pandangannya 

menyatukan Utilitarian pada pandangan Retributivist. Dilihat dari sisi 

Utilitarian beranggapan bahwa pemberian pemidanaan itu mesti dapat 

menjadi efek jera yang pada akhirnya dapat bermanfaat ini dibuktikan 

                                                             
10

  Otje Salman dan Anthon F Sutanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan 

Membuka Kembali), Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 19. 



12 

 

dengan teori retributivist yang berpendapat keadilan itu akan tercapai jika 

keinginan yang theological theory tersebut dapat dilakukan melalui 

penggunaan asas-asas keadilan sebagaimana mestinya.
11

 

Pada akhirnya teori-teori kejahatan ini akan berkembang seiring 

dengan mengikuti perkembangan kehidupan dalam masyarakat yang 

menjadi penanda bahwa respon dari muncul dan berkembangnya kejahatan 

pada kehidupan masyarakat. Yang mana kejahatan disini akan senantiasa 

mewarnai kehidupan sosial pada masyarakat dari waktu ke waktu. Dan 

dalam hal dunia hukum khususnya dalam hal hukum pidana sendiri yang 

terus berkembang melalui beberapa teori tujuan pemidanaan yang ada, 

diantaranya mulai dari teori absolut, teori relatif, teori merger, teori 

perlakuan dan teori perlindungan sosial. Teori hukum pidana sendiri 

mempertimbangkan semua aspek mulai dari tujuan dan keinginan yang 

ingin dicapai pada saat memberlakukan tanggung jawab pidana.
12

 

2. Teori Penegakan Hukum  

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum 

merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyeleraskan 

atau menyerasikan nilai-nilai dan hubungan antar nilai dengan 

menguraikan asas-asas dan prinsip serta sikap yang kokoh melalui 

                                                             
11

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni , Bandung, hlm. 30. 
12

 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan  Pidana Penjara Indonesia, PT. Rafika Aditama, 

Bandung, 2009, hlm. 22. 
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serangkaian definisi nilai akhir pada tujuan penciptaan, pemeliharaan dan 

perdamaian sosial..
13

 

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto.
14

 

1. Faktor Hukum sendiri, dimana pada penulisan ini akan mencakup 

pada undang-undang. 

2. Faktor Penegak Hukum, yaitu komponen- komponen yang menjadi 

pembentuk serta yang melakukan penetapan hukum. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut 

diberlakukan atau dilaksanakan. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 

 

G.  Metode Penelitian 

      1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Tipe Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian penulis adalah 

penelitian hukum empirs, yang mana adalah suatu penelitian yang akan 

bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang juga didukung dengan 
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 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5. 
14

 Ibid, hlm, 8. 
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penelitian normatid sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan 

data primer.
15

 

2. Pendekatan Penelitian 

    1. Pendekatan Studi Kasus 

Maksudnya disini yaitu  suatu pendekatan yang mana yaitu dapat 

berupa menggunakan data primer yang akan nantinya didapatkan 

dengan hasil suatu wawancara terhadap para responden. 

    2.  Pendekatan Perundang-Undangan 

Maksudnya disini berupa suatu pendekatan dengan mencermati 

atau mengambil inti atau kesimpulan dari semua peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kasus yang sedang dibahas. 

3. Jenis Dan Sumber Data 

 Data yang digunakan yaitu suatu data Kualitatif, yang bersumber dari: 

a.  Data Primer adalah sebuah data yang telah diperoleh dari sebuah hasil 

penelitian, yang merupakan suatu data yang penulis peroleh dengan 

secara langsung atau kelokasi tempat dimana penulis meneliti secara 

langsung. 

b. Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dengan 

menulusuri atau dengan membaca literatur-literatur atau buku-buku 
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 Amirudin, Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan 10, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.67. 
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dan peraturan suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian yang penulis 

lakukan. 

 Lebih lanjut Data Sekunder juga merupakan data yg  dapat penulis 

peroleh dari suatu bahan-bahan hukum yang ada, yang biasanya 

meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

 Adalah suatu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti 

peraturan perundang-undangan, antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan 

Indonesia 

   4) Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

    2) Bahan Hukum Sekunder 

Adalah bahan hukum berupa pemberian suatu uraian terkait 

pendapat para ahli, yang juga dapat berupa suatu teori-teori yang 

terkait pada kasus yang akan dibahas di penulisan skripsi ini. 
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       3)  Bahan Hukum Tersier 

Adalah suatu bahan hukum penunjang atau penambah yang dapat 

menjadi suatu pengarah dan berupa urairan mengenai bahan hukum 

yang ada mulai dari bahan hukum primer dan sekunder yang dapat 

meliputi internet, kamus, dan lain-lain sebagainya. 

4.  Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengumpulkan data dengan 

metode: 

 a. Studi Pustaka 

Sebagaimana dalam hal meningkatkan suatu data yang telah didapatkan 

dari lapangan melalui bahan-bahan hukum yang berkaitan atau 

berhubungan dengan  penelitian skripsi penulis. 

           b.  Studi Lapangan 

Didalam studi lapangan ini dilaksanakan kepada responden penelitian 

melalui suatu metode tanya jawab atau wawancara menggunakan  

beberapa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan penulis. 

5. Lokasi Penelitian 

Yang mana dalam penelitiannya, untuk memperoleh suatu data, disini 

penulis memilih lokasi penelitian Ditpolair Polda Sumatera Selatan. 

 



17 

 

6. Analisis Data 

Dengan melakukan suatu pendekatan kualitatif, yang mana data yang 

telah terkumpul tadinya akan dikelola, dikualifikasikan, diuraikan, serta 

dihubungkan secara berurutan atau sistematis untuk memperoleh 

kesimpulan dalam suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

7. Populasi Dan Sampel 

Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yakni dengan 

menggunakan teknik dan sampel. 

1. Populasi 

Yaitu suatu kesatuan atau suatu unit elemeter yang parameternya dengan 

melalui statistika hasil suatu analisis yang dilakukan kepada sampel 

penelitian, yang bisa juga berupa suatu wilayah yg terdiri dari objek dan 

subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik yang dapat 

dimanfaatkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian dapat penulis 

tarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian dari skripsi penulis disini 

adalah Ditpolair Polda Sumatera Selatan. 

2. Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari populai yang dapat mewakili suatu 

populasi yang dijadikan objek penelitian.
16

 Sampel ditentukan secara 

purposive sampling yang artinya berdasarkan pada peetimbangan atas 
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 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.98. 
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suatu kemampuan informan atau pemberi informasi dan responden dalam 

memahami, mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan 

dibahas.
17

 Yang mana bertujuan untuk mendapatkan tujuan dari peneliti 

dalam menjawab permasalahan skripsi yang diangkat penulis dapat 

tercapai. Maka didalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan 

responden oleh peneliti atau penulis adalah: 

1) Ditpolair Polda Sumatera Selatan 

Teknik penarikan sampel didalam penulisan skripsi disini yaitu dengan 

menggunakan suatu teknik penarikan purposive sampling yang artinya 

diperoleh melalui suatu informasi atau suatu pernyataan yang penulis 

dapatkan dari narasumber atau responden seperti yang telah ditentukan 

oleh peneliti, berdasarkan kriteria khusus atau orang-orang atau pihak-

pihak yang ahli didalam bidangnya. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

  Disini didalam penulisan skripsinya, penulis dalam penarikan 

kesimpulannya menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara 

deduktif. Yang artinya suatu penalaran hukum yang berlaku secara umum 

pada kasus yang bersifat individual serta pada suatu kasus yang bersifat 
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konkrit terhadap suatu persoalan hukum yang tengah dihadapi, selanjutnya 

mengenai proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi hukum.
18

 

Karena berkaitan terhadap suatu temuan-temuan hukum yang berupa nilai-

nilai, asas-asas,konsep-konsep dan juga norma-norma hukum yang 

sebagaimana telah dirumuskan secara umum didalam suatu peraturan 

perundang-undangan dalam hukum positif indonesia yang kemudian 

dikonkritisasikan atau dijabarkan dan kemudian akan dijabarkan atau 

diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum konkrit yang tengah 

dihadapi atau tengah dibahas, yang sehingga akan diperokeh suatu 

kesimpulan yang nantinya menjadi suatu jawaban mengenai persoalan 

hukum ang diangkat atau diajukan sebelumnya. 

 

 

                                                             
18
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